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ABSTRAK 
 
Dwi Indah Widya Pratiwi. E0015124. 2019. KAJIAN ATAS NOVUM DAN 
KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH 
MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 
PK/pid/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana 
atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya 
hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini 
dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan 
mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Dalam 
beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum 
untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa 
alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan 
kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 
No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan 
penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, 
pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan 
kembali dikarenakan adanya bukti baru yang menentukan (novum) terdapat 
kekhilafan hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Agar terjaminnya 
kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu 
memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih 
mengutamakan kepentingan terpidana namun tanpa mengesampingkan 
kepentingan umum, oleh karena itu perlu diformulasikan peninjauan kembali 
demi hukum. 
 
Kata kunci: peninjauan kembali, ahli waris, keadilan, kepastian 
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ABSTRACT 
 
Dwi Indah Widya Pratiwi. E0015124. 2019. STUDY OF NOVUM AND 
OVERSIGHT OR REAL ERRORS AS A REASON OF JUDICIAL REVIEW 
BY THE SUPREME COURT (Study of Pretrial Decision Number 96 
PK/pid/2016). Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Reconsideration is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. 
But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be 
filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the 
Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public 
Prosecutor to submit a review.As in several Supreme Court decision allowed for 
the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to 
analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review 
of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS 
on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a 
legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum) of the judge's 
oversight in the Gunung Sitoli District. Some assurance of certainty and justice in 
the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of 
convicted person. Reconsideration should be preferred terpidana interest but 
without override the public interest, therefore, to be formulated in a review by the 
Law. 
 
Key words: judicial review, heir, justice, certainty 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakanng Masalah 
Undang-undang memberikan hak yang dapat digunakan oleh para pihak 
yang berperkara untuk mengajukan suatu upaya hukum atas putusan pengadilan. 
Hak  tersebut  diberikan  karena  setelah  serangkaian pemeriksaan sidang 
pengadilan selesai dan putusan hakim telah dibacakan, masih terdapat 
kemungkinan putusan hakim tidak memuaskan bagi salah satu pihak atau kedua 
belah pihak. Putusan itu dinilai oleh salah satu pihak atau keduanya merugikan, 
sehingga perlu adanya upaya untuk mengubah putusan tersebut. 
Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak 
adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang 
telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Remington 
dan Ohlin mengemukakan criminal justice system dapat diartikan sebagai 
pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, 
dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara 
peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku 
sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi 
yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil 
tertentu dengan segala keterbatasannya( Romli Atmasasmita, 2010 : 2). 
Untuk membahas latar belakang penulisan tentang Peninjauan Kembali 
maka pertama kali akan disampaiakan apa itu putusan hakim. Dalam Pasal 1 butir 
11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana dijelaskan :  
“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang  diatur dalam undang-
undang ini.”  
Terhadap putusan pengadilan kepada para pihak baik terhadap terdakwa 
maupun penuntut umum diberikan hak untuk tidak menerima putusan dengan 
mengajukan upaya hukum.Ada dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa 
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dan upaya hukum luar biasa.Upaya hukum biasa adalah perlawanan putusan 
banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
  Perlawanan merupakan upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam 
hal-hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak 
dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri. Perlawanan diajukan 
kepada Pengadilan Tinggi dan tidak diwajibkan dengan akta seperti akta banding. 
Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus 
dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.  
Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah Mahkamah Agung 
terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan 
undangundang. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan Jaksa Agung 
hanya sekali saja bagi satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum 
tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana). Kasasi demi kepentingan hukum, dapat diajukan 
atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan 
pengadilan, selain Mahkamah Agung. Terhadap Mahkamah Agung, tidak dapat 
diajukan kasasi demi kepentingan hukum.  
Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 
terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di 
Indonesia. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Peninjauan Kembali. 
Meninjau kembali dalam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya 
hukum luar biasa dapat diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu 
yang dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijumpai atau tidak 
dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali yang 
bersangkutan (Mangasa Sidabutar, 2001 : 153) 
Pada 9 April 2013, Yusman Telaumbanua dan kakak iparnya, Rasula Hia, 
menerima putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang dituduh dengan sengaja 
melakukan dan atau merencanakan pembunuhan secara berencana. Pada putusan 
sidang dengan Nomor : 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS menyatakan terdakwa 
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Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok   Alias   Jonius   Halawa  
telah   terbukti   secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” oleh karena itu 
dijatuhkan dengan pidana mati. Atas putusan pidana mati tersebut terdakwa tidak 
mengajukan upaya hukum baik upaya hukum banding maupun kasasi,tetapi yang 
diajukam adalah upaya hukum Peninjauan Kembali. 
Sebagaimana penjelasan di atas, upaya Peninjauan Kembali (PK) atas 
putusan pidana mati dilakukan terhadap Yusman Telaumbanua membuahkan 
hasil. Mahkamah Agung (MA) mengoreksi putusan Pengadilan Negeri 
Gunungsitoli yang memvonis mati Yusman menjadi pidana lima tahun penjara. 
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi putusan hukuman mati 
Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan 
Yusman Telaumbanua dan Kontras selaku kuasa hukumnya sehingga Yusman 
akhirnya tidak dihukum mati. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bermaksud akan 
meneliti lebih jauh tentang dasar adanya novum kekhilafan dan pertimbangan 
Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali pada kasus tersebut dengan 
judul “KAJIAN ATAS NOVUM DAN KEKHILAFAN ATAU 
KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN 
KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 
masalah yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar adanya 
novum dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 (2) 
KUHAP?  
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan 
kembali atas dasar novum dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai 
dengan Pasal 266 ayat 2 KUHAP jo Pasal 340 KUHP? 
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C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh 
penulis dalam penulisan hukum ini yang dibagi menjadi dua yakni tujuan objektif 
dan tujuan subjektif.Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri 
sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis.Adapun 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini, antara lain : 
1. Tujuan objektif 
a. Untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar 
adanya novum dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 
263 (2) KUHAP.  
b. Untuk mengetahui  pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan 
Peninjauan kembali atas dasar novum dan kekhilafan atau kekeliruan yang 
nyata sesuai dengan Pasal 266 ayat 2 KUHAP jo Pasal 340 KUHP. 
2. Tujuan subjektif 
a. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan serta 
pemahaman penulis mengenai aspek ilmu hukum dalam teori dan praktik 
b. Untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan bagi masyarkat umum serta memberi 
konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. 
c. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun penulisan   hukum 
sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar sarjana hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, kegunaan 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum baik secara 
teoritis dan praktis.Manfaat teoritis bertalian dengan pengembangan ilmu hukum 
dan manfaat praktis bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun 
manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :  
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1.   Manfaat Teoretis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
hukum secara umum, khususnya di bidang Hukum Acara Pidana. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literature 
kepustakaan yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian 
sejenis pada tahap selanjutnya. 
2.   Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola piker sekaligus untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh 
selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
b. Memberi gambaran mengenai permohonan Peninjauan Kembali pasca 
putusan Nomor : 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS. Selain itu juga   demi   
memberikan   sumbangsih   pikiran   dalam   praktik peradilan. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam melakukan suatu 
penelitian, penelitian tidak akan berjalan tanpa ada metode penelitian yang akan 
dilakukan dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu 
kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum, melakukan 
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian 
memberikan pemecahan atas maslaah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:60). Berdasarkan pengertian mengenai metode penelitian menurut Peter 
Mahmud Marzuki seperti dijelaskan di atas, dalam proses pembuatan penulisan 
disini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut; 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan 
mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Istilah penelitian hukum sendiri 
atau legal research  sudah menjelaskan bahwa penelitian tersebut bersifat 
normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 
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Penelitian hukum ini melakukan analisa terhadap upaya peninjauan 
kembali  oleh Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan berencana (studi 
putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. 
Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari gagasan-
gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoretis, serta 
landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan oemikiran itu berkaitan 
dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman, dan 
makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan berbagai 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari bebagai aspek 
mengenai isu hukum yang di cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang  
di gunakan adalah pendekatan kasus (case study), dengan cara melakukan 
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapiyang 
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). 
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh 
penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan 
memperhatikan asas-asas, seperti asas kepastian dan keadilan yang ada dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) yang berhubungan dengan permasalah yang diteliti yaitu 
dalam hal putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016. Pendekatan 
secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman 
yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas. 
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4. Sumber Bahan Hukum 
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan 
yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. 
Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang 
berkaitan dengan materi penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2011:13). 
 Berdasarkan bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif,yang 
artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.Bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter 
Mahmud Marzuki,2013:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana 
(KUHP); 
3) Undang-Undang Nomor  1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), 
4) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan 
kehakiman 
5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 
mengenai Peninjauan Kembali 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
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hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder 
berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan ( Marzuki, 2013 : 181). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, dalam hal ini melakukan 
pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Apabila 
menggunakan pendekatan konseptual, yang paling esensial adalah penelusuran 
buku-buku hukum, dalam buku tersebut banyak terkandung konsep-konsep 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 239). Bahan hukum sekunder pada 
penelitian hukum untuk karya akademik harus benar-benar selektif yaitu 
literature yang berbobot. Apabila terdapat bahan non-hukum yang memang 
diperlukan, haruslah yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 96). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan 
metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dalam pola berpikir deduktif 
ini terdapat 2 (dua) premis utuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu 
premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor 
yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu 
aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut di Tarik kesimpulan atau 
konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran umum terhadap 
pemahaman mengenai pembahasan, menganalisis serta mendeskripsikan dengan 
jelas dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis 
angkat ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 
pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang yang memuat alasan yang menjadi dasar dilakukannya 
penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah meliputi 
pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti serta 
merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penelitian 
memuat pernyataan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 
penelitian ini. Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan secara 
teoritis dan praktis dari penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang metode 
pendekatan, lokasi penelitian, jenis atau sumber data, teknik pengumpulan data 
serta analisa data dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Mengkaji serta menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan 
dan pembunuhan berencana serta upaya hukum peninjauan kembali. 
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  
Dalam bab ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yaitu: Untuk mengetahui 
alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar adanya novum dan 
kekhilafan/kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 (2) KUHAP dan 
pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan kembali atas 
dasar novum dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 266 
ayat 2 KUHAP jo Pasal 340 KUHP. 
BAB IV PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 
dalam penulisan skripsi ini dan diambil dari pembahasan secara keseluruhan, serta 
saran-saran dalam menghadapi permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum 
Pengertian upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardjo, yaitu 
“suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas 
terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat” 
(Atang Ranoemihardjo, 1976 : 123). Adapun di dalam Pedoman Pelaksanaan 
KUHAP, bahwa “upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk 
tidak menerima putusan pengadilan” (Departemen Kehakiman RI, 1982: 159). 
Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu hak terdakwa atau penuntut 
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau 
banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. Jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah 
membedakan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar 
biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu: 
1. Upaya Hukum Biasa ( meliputi upaya hukum banding dan upaya hukum  
kasasi) 
Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian kesatu dari 
Pasal 233 sampai denga Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksanaan tingkat 
banding, dan bagian Kedua dari Pasal 244 sampai 258 KUHAP tentang 
pemeriksaan tingkat kasasi. Upaya hukum biasa adalah hak Yusman 
Telaumbanua dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan negeri atau tingkat pertama (Judex Factie), sehingga maksud dari 
upaya hukum dari terpidana atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat 
menerima putusan tersebut, adalah:  
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a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang 
sebelumnya,  
b.  Untuk kesatuan dalam pengadilan,  
c. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau 
pengadilan. Upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi Yusman 
Telaumbanua maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta 
dan hukum adalah benar sejauh mungkin seragam (Andi Sofyan dan 
Abd. Asis, 2014: 269). 
2. Upaya Hukum luar biasa (meliputi upaya hukum kasasi demi kepentingan 
hukum dan Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (herziening) ) 
Pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang merupakan upaya 
hukum biasa sebagaimana diuraikan di atas, maka KUHAP telah mengatur 
pula tentang upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari 
upaya hukum biasa, sebagaimana diatur dalam Bab XVIII Bagian Kesatu 
dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi 
kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 
269 KUHAP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 
287). 
Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum 
lainya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum verset atau upaya hukum 
perlawanan. Di samping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam 
KUHAP tersebut diatas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam 
KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang 
Nomor.22 Tahun 2002 tentang Grasi. 
Grasi berasal dari kata Gratie, yang menurut J.C.T. Simorangkir berarti 
wewenang dari kepala Negara untuk memberkikan pengampunan hukuman 
yang teah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian 
atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu (Simorangkir, 1983: 70). Adapun 
menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa grasi 
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adalah “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 
presiden” (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 296). 
2. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali 
a. Yang Berwenang Mengajukan Peninjauan Kembali 
 Peninjauan  Kembali  dalam  perkara  pidana  merupakan  upaya 
hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya 
terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana 
amar putusannya mempidana terdakwa. Batasan permohonan Peninjauan 
Kembali ini dapat dilihat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang 
merumuskan : 
“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung.” 
Sebagaimana dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, asas 
pokok Peninjauan Kembali terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam 
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah : 
1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap 
putusan pemidanaan saja.  
2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
3) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana 
atau ahli warisnya saja (Adami Chazawi,2011 : 4) 
Ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP sangat jelas bahwa 
Peninjauan Kembali semata-mata hanya ditujukan bagi kepentingan 
terpidana atau ahli warisnya, sehingga bila ada penyimpangan terhadap 
ketentuan tersebut akan membawa persoalan karena putusan yang 
melanggar asas peninjauan kembali merupakan putusan yang dengan jelas 
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memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. 
b. Alasan Peninjauan Kembali 
Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, 
bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi 
kebenaran dan keadilan setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk 
diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan 
dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya 
hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki 
kekeliruan dalam suatu putusan ( Sudikno Mertokusumo, S.H, 1982 :232 ). 
Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang 
terakhir yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara. Upaya 
hukum peninjauan kembali dilakukan sebagai reaksi atas suatu putusan 
kasasi di Mahkamah Agung atau suatu putusan pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pada pelaksanaannya, upaya 
hukum peninjauan kembali ini sangatlah jarang ditempuh oleh pihak pihak 
yang berperkara. Hal ini dikarenakan alasan lamanya waktu yang 
diperlukan untuk berperkara di tingkat Peninjauan Kembali, selain itu juga 
dikarenakan alasan biaya berperkara yang semakin besar seiring dengan 
lamanya jangka waktu berperkara. Butuh waktu bertahun tahun agar suatu 
perkara yang sedang diperkarakan untuk dipersidangkan di tingkat kasasi, 
dengan dilanjutnkannya ke tingkat Peninjauan Kembali, maka semakin 
lama pula waktu yang dibutuhkan. 
Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum terakhir yang 
dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara merupakan upaya hukum yang 
dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya 
hukum ini hanya dapat dilakukan dengan menyampaikan alasan alasan 
tertentu seperti yang diatur dalam undang undang Mahkamah Agung.  
Alasan yang dapat dikemukakan dalam peninjauan kembali adalah sebagai 
berikut: 
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“Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan 
yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum 
ditemukan.” 
 Pada asasnya, Aspek ini lazim disebut dengan istilah Novum, dan 
mengenai tenggang waktunya adalah 180 hari (seratus delapan puluh) hari 
setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali 
memperoleh kekuatan hukum tetap ( Menurut Pasal 296 ayat 1 Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2004) dengan hari dan tanggal 
ditemukan Novum dibuat dibawah sumpah serta disahkan pejabat 
berwenang (Pasal 69 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009). 
“Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata” 
Pada dasarnya, pembentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tidak menyebutkan bagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 295 ayat 2 
huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang, dalam putusan 
hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Dikaji dari 
praktik peradilan, hakikat kekeliruan yang nyata diartikan secara letterlijke 
tentang kekeliruan yang nyata sebagaimana bunyi Undang-Undang dan 
kemudian di implementasikan sebagai kesalahan berat dalam penerapan 
hukum. 
Dalam Pasal 67 Undang-undang No. 15 tahun 1985 dinyatakan, 
bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya 
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 
1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan 
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 
2) Apabila setelah pekara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang 
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksan tidak dapat 
diketemukan. 
3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih 
daripada yang dituntut. 
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4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya. 
5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, 
atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama 
tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan 
lain. 
6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 
Walaupun demikian upaya hukum peninjauan kembali (PK) 
bukanlah upaya hukum yang popular dikalangan masyarakat. Masyarakat 
belum terlalu mengerti akan upaya hukum ini, tidak seperti upaya hukum 
lain seperti banding atau kasasi. 
c. Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali 
Ketentuan di dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP, 
Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan Peninjauan Kembali 
kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri 
atau ahli warisnya. Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 
kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan 
tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke 
Mahkamah Agung. Mengajukan suatu permohonan Peninjauan Kembali 
oleh terpidana atau ahli warisnya harus dengan memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1)dan (2) KUHAP, maka 
tata cara pengajuan sebagai berikut (Andi Sofyan dan Abd.Asis,2014:293-
295): 
a. Pasal 264 KUHAP,bahwa: 
(1) Permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaiaman 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera 
pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama 
dengan menyebutkan secara jelas alasannya; 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku 
juga bagi permintaan Peninjauan Kembali; 
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(3) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka 
waktu; 
(4) Dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali adalah Terpidana yang 
kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima 
permintaan Peninjauan Kembali wajib menanyakan apakah alasan ia 
mengajukan surat permintaan Peninjauan Kembali; 
(5) Ketua Pengadilan segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan 
Kembali beserta  berkas perkaranya kepada Mahkamah 
Agung,disertai suatu catatan penjelasan. 
b. Pada saat Ketua Pengadilan Negri menerima permintaan Peninjauan 
Kembali, maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHAP,bahwa : 
(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan Peninjauan 
Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) 
menunjuk hakim yang tidak memriksa perkara semula yang 
dimintakan Peninjauan Kembali itu untuk memeriksa apakah 
permintaan Peninjauan Kembali tersebut memnuhi alasan 
sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2); 
(2) Dalam pemeriksaan sebagaiamana tersebut pada ayat 91), 
Permohonan dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan 
pendapatnya. 
(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera dan 
berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang 
ditandatangani oleh Hakim dan Panitera; 
(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan Peninjauan 
Kembali yang dilampiri berkas semula, berita acara pemeriksaan 
dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang 
tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan 
Jaksa; 
(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali 
adalah putusan Pengadilan banding, maka tembusan surat 
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pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pendapat 
dan disampaikan kepada pengadilan Banding yang bersangkutan. 
Alasan- alasan untuk Peninjauan Kembali dituangkan di dalam 
surat permintaan Peninjauan Kembali.Permintaan Peninjauan Kembali 
harus jelas dinyatakan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 
Permintaan Peninjauan Kembali harus jelas dinyatakan alasan untuk 
mengajukan Peninjauan Kembali.Bahkan apabila termohon adalah 
Terpidana yang kurang memahami hukum, Panitera dalam wkatu 
menerima Peninjauan Kembali wajib menanyakan apakah alsan ia 
(pemohon) untuk mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera 
membuatkan surat permintaan Peninjauan Kembali (Berlian 
Simamarta,2010:215). 
d. Asas Pengajuan Peninjauan Kembali 
Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan 
perkara yang dialakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan 
merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 
yang diberi wewenang, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan 
putusan pada uraian ini adalah putusan judex factie tingkat pertama dan 
bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan yang berkaitan 
denga teknik pemerikasaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama.  
Putusan tingkat banding meskipun termasuk judex factie tetapi 
pemerikasaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap 
jalannya pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yaitu hukum acara pidana 
dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah 
menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah 
berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah 
tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang.  
a) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan 
tidak terperinci, memuat Pasal-Pasal dan/atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 UU No, 48 
Tahun 2009);  
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b)  Asas wajib mengadili seluruh bagian dakwaan; 
c) Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; 
Dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman: 
Pasal 2. ayat (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa". ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. ayat (3) Semua 
peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan 
negara yang diatur dengan Undang-undang. ayat (4) Peradilan dilakukan 
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
  Esensi putusan yang didasarkan pada kalimat Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penegakan hukum untuk 
tujuan keadilan. Dalam realitasnya satu perkara diproses dan diadili 
menurut peraturan perundang-undangan. Jarang sekali disertai 
pertimbangan sosiologis, filosofis atau pertimbangan moral justice. 
Padahal putusan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan 
Berencana 
a. Pengertian Tindak Pidana  
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaarfeit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”tersebut. 
Perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat 
dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 
perbuatan, ataupun tindakan ( P.A.F. Lamintang, 1997:181). 
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Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “perisitiwa 
pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari 
istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatukejadian yang dapat 
ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Tindak 
pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiriberdasarkan asas legalitas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan (Nullum Delictum NullaPoena Sine Praevia Lege Poenali) 
(Wirjono Prodjodikoro, 2003:33). 
Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar 
dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis 
seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 
hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 
pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana 
dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas 
delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran 
pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu 
disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 
yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda 
”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”( Moeljanto,1987:37). 
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 
istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau 
misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi 
dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para 
sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana 
yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian 
kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh 
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undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko 
Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak 
pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan 
secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia 
yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh 
faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut ( Djoko 
Prakoso,1987 :137). 
Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan menyebut cara yang lain bahwa 
pidana harus : 
1) Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain  yang 
tidak menyenangkan; 
2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana; 
3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 
hukum; 
4) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;  
5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 
suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut 
(Sudarto, 1990:3). 
b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana 
Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu:  
1. Pengertian Menurut Bahasa  
Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat 
awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, 
menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau 
membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita (1976:169): 
“pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” 
Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, 
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orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa 
disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau 
orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh 
(korban). 
2. Pengertian Menurut Yuridis  
Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, 
kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut 
penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan 
batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan 
sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan 
berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau 
metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau 
untuk menghindari penangkapan. 
Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe 
pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman 
mati. Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam 
pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang 
dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa 
Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti 
bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pembunuhan berencana diatur 
dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:  
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP yaitu:  
1) Barangsiapa: Merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia 
dan badan hukum.  
2) Dengan sengaja: Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya 
mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari 
perbuatannya.  
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3) Dengan rencana: artinya bahwa untuk penerapan Pasal 340 KUHP 
ini harus memuat unsur yang direncanakan (voorbedachte raad), 
menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih 
dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan 
secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga 
harus mempertimbangakn kemungkinan-kemungkinan tentang 
akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu 
tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. 
Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut. 
a. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
Menghilangkan nyawa orang lain artinya orang yang 
melakukan perbuatan, baik sengaja ataupun direncanakan, baik sadar 
maupun tidak sadar, telah menyebabkan orang lain kehilangan 
nyawa (meninggal dunia). Pada dasarnya, unsur menghilangkan 
nyawa di atur dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Akan tetapi 
pada Pasal 340 KUHP adalah Pasal kekhususan di mana harus 
adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Sehingga unsurunsur 
pokok dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUHP (barangsiapa dengan 
sengaja menghilangkan nyawa orang lain) adalah sama terkecuali 
dalam Pasal 339 adanya unsur tujuan lain sedangkan pada Pasal 340 
KUHP karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu dalam 
melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP 
merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yaitu tindak pidana 
yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsurunsurnya. 
Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa 
orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun”. Dalam hal pembunuhan biasa, dimana 
pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu 
dilakukan pada waktu dan niat yang timbul bersamaan, akan tetapi 
dalam pembunuhan berencana timbulnya niat setelah itu mengatur 
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rencana cara untuk menghilangkan nyawa seseorang kemudian 
melaksanakan niat dan rencana untuk menghilangkan nyawa 
seseorang. 
Tindak Pidana adalah tindakan yang tida hanya dirumuskan 
dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, 
tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi 
(penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar1945) dan 
kualitas kejahatan yang berubah-ubah1 Unsur-Unsur dari suatu 
tindak pidana atau delik yaitu: 
1) Harus ada kelakuan;  
2) Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;  
3)  Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;  
4) Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;  
5) Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman (Arif Gosita, 
1983:42). 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hokum 
dan diancam dengan pidana barang saiapa yang melanggar larangan 
tersebut. Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yaitu:  
1) Perbuatan manusia;  
2) Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang; 
3)  Bersifat melawan hukum (syarat materiil) (Moeljanto, 1983:2). 
b. Sanksi Tindak Pidana 
Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud 
dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumnya, orang yang 
terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun 
terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan 
suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau 
dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana dan atau 
tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak 
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jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari 
kebebasan manusia itu sendiri  
Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 340 disebutkan 
bahwa : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan 
direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur 
hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 
c. Sistem Pemidanaan 
Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem 
pemberian atau penjatuhan pidana. Hulsman mengemukakan bahwa 
sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhub-
ungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”( Barda Nawawi Arief. 
2010:54). Sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sistem pem-
idanaan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan 
sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari hukum pidana materil, 
hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari 
sudut subtantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. 
1) Dari sudut fungsional 
Dilihat dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, 
sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem 
(aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ 
operasionalisasi/ kongkretisasi pidana. Dan atau keseluruhan 
sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana 
hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara kongkret 
sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan 
pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan 
sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum 
pidana materil/substantif, subsistem hukum pidana formal dan 
subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem ini 
merupakan satu kesatuan sitem pemidanaan karena tidak mungkin 
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hukum pidana dioperasionalkan/ditegakan secara kongkret hanya 
dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan 
yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan 
fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas. 
2)  Dari sudut norma subtantif 
Jika dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, 
sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem 
aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau 
keseluran sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk 
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Widodo,2009:12). 
Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan 
Perundang-Undangan yang ada dalam KUHP maupun undang-
undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan suatu 
kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum dan 
aturan khusus. Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP dan 
aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun 
dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri 
dari Tiga Buku yaitu Buku I tentang aturan umum, Buku II tentang 
Kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran sedangkan dalam 
Konsep RUU KUHP 2004 hanya terdiri dari dua Buku saja yaitu 
Buku I tentang aturan umum dan Buku II tentang kejahatan. 
d. Teori-teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana 
Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika 
kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya 
kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial 
masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu 
sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu 
teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori 
penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial 
(social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai 
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aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana ( Dwidja 
Priyanto,2009:22). ‘ 
Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan 
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi 
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. 
Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi 
kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari 
kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan 
bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi 
penderitaan.10 Penjatuhan pidana pada d 
asarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah 
membuat penderitaan bagi orang lain (Leden Marpaung,2009:105). 
Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan 
sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana 
mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju 
kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana 
pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. 
Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan 
maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan 
masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus 
dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk 
mencegah (prevensi) kejahatan (Leden Marpaung,2009:106). 
Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian) : 
Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua 
alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori 
gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan 
kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si penjahat. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu : 
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1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 
itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk 
dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas 
diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini 
memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga 
diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar 
dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, 
pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, 
seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan 
adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, 
dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat 
treatment ( Adami Chazawi, 2010 : 162-163). 
Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya 
Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan 
individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap 
perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh 
pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat 
peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk 
kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada 
umumnya. 
Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat 
diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan 
antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi 
kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan 
menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat 
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menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana 
(Criminal Justice System). 
e. Pengertian Pembunuhan  
Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel 
XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama 
dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi 
hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa 
mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan 
demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak 
pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).  
Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa 
aspek:  
1) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,yaitu:  
a. Tindak pidana terhadap jiwa manusia;  
b. Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;  
c. Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.  
2) Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus)  
Dolus menurut teori kehendak (wilsiheorie) adalah kehendak 
kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, 
kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur 
yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:  
a. Dilakukan secara sengaja;  
b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;  
c. Dilakukan secara terencana;  
d. Keinginan dari yang dibunuh;  
e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.  
Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan 
atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:  
1) Atas dasar unsur kesalahannya  
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Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada 
hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:  
a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;  
b. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab 
XIX KUHP;  
c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang 
diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.  
2) Atas dasar obyeknya (nyawa) 
Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka 
tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 
(tiga) macam,yaitu: 
a. Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat 
dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.  
b. Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 
343.  
c. Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 
348, dan Pasal 349.  
Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu 
delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut 
cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan 
pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, 
menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan 
dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak 
memberikan makan kepada seorang bayi.  
Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata 
digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud 
perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. 
Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percoban 
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pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan 
secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila 
dilihat dari sudut cara merumuskannya,maka tindak pidana materiil ada 2 
(dua) macam, yaitu:  
a.  Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang 
akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan 
sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP).  
b. Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan 
unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure 
akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan 
(Pasal 378 KUHP).  
Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan 
dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan 
perbuatan itu harus dengan gerkan dari sebagaian anggota tubuh, tidak 
boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan 
racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan 
bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukan bentuk konkret. 
Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret perbuatan itu dapat 
beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan 
sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur 
kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog 
merk untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian 
akan datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn), atau sebagai 
keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet big 
zekerheidsbewustzijn).  
Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi 
kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari:  
1. Pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi 
unsur, yaitu:  
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a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengjaan itu harus timbul 
seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus) ditunjukan 
dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.  
b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang 
positif walapun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.  
c.  Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:  
a) Seketika itu juga, atau  
b) Beberpa saat stelah dilakukannya perbuatan itu.  
Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan 
seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, masudnya 
adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak 
menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap 
bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud 
dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barangsiapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.  
Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba 
membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat 
dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang skit 
ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.  
2. Pembunuhan Terkualifikasi  
Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang 
menyatakan: “pembunuhan yang diikuti,disertai atau didahului oleh 
suatu delik,yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atu 
mempemudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, 
ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya 
secara melawan hokum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.  
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut:  
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1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;  
2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau(3) didahului oleh tindak pidana 
lain;  
3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:  
a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;  
b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;  
c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukan untuk menghindarkan diri 
sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk 
memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara 
melawan hokum dari tindak pidana lain itu.  
Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu 
bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang 
disebabkan dalam butir b dan c. dalam dua butir itulah diletakkan sifat 
yang membertakan pidana dalam bnetuk pembunuhan khusus ini. 
Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana 
sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak 
pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, 
akan tetapi, tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh 
untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum 
terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi. 
Dalam perbuatan pembunuhan yang mengacu pada Pasal 338 
KUHP harus adanya perbuatan, perbuatan itu berupa menghilangkan 
nyawa seseorang serta adanya hubungan sebab akibat (Causal verband) 
perbuatan serta akibat perbuatan tersebut (kematian seseorang). Dalam 
pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi :  
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun”, pada Pasal ini terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan 
unsur obyektif.” 
 
Dua unsur tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:  
a) Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.  
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Dolus yang berarti dengan sengaja yaitu bahwa perbuatan 
itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu 
juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 
adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan 
terlebih dahulu, dalam rumusan unsur Pasal 338 KUHP yaitu unsur 
objektif dalam Pasal 338 adalah perbuatan menghilangkan nyawa 
serta obyeknya adalah nyawa orang lain, sedangkan unsur subjektif 
dalam Pasal 338 adalah dengan sengaja (si pelaku mengetahui dan 
memiliki kehendak menghilangkan nyawa orang lain).  
b) Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.  
Pada Pasal 339 KUHP yang berbunyi: “Pembunuhan yang 
diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang 
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun 
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun”, pada Pasal ini memiliki unsur obyektif dan subyektif yaitu: 
1) Unsur obyektif pada Pasal ini yaitu menghilangkan nyawa orang 
lain dan diikuti serta didahului dengan tindak pidana lain; 
sedangkan;  
2) Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja dan dengan maksud, 
telah menyiapkan atau memudahkan dalam melakukan tindak 
pidana yang akan atau sedang dilakukan, untuk menjamin tidak 
dapat dipidananya diri sendiri atau orang lain dalam tindak 
pidana yang dilakukan dan untuk dapat menjamin dapat 
dikuasainya benda yang diperoleh dengan cara melawan hukum, 
saat seorang pelaku melakukan tindak pidana. 
Dalam hal pembunuhan berencana, terdapat dalam Pasal 340 
KUHP, dalam Pasal 340 KUHP adalah keharusan dimana seseorang 
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dalam melakukan tindak pidana (menghilangkan nyawa) harus 
memiliki rencana terlebih dahulu (dalam melakukan tindak pidana 
perbunuhan seseorang telah memiliki rencana sebelum membunuh 
seseorang terlepas dari apa tujuan seseorang tersebut membunuh. 
Dalam pembunuhan berencana benar-benar telah direncanakan dengan 
matang/baik oleh pembunuh dalam suatu keadaan dimana mengambil 
keputusan untuk menghilangkan nyawa orang dalam suatu keadaan 
yang sadar. 
Kemudian dalam hal pembunuhan berencana, di dalam diri 
pelaku pembunuhan, si pelaku telah berpikir serta berencana dalam 
menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dalam hal ini pembunuhan 
berencana telah direncanakan terlebih dahulu dengan berpikir secara 
tenang dan terstruktur oleh si pelaku pembunuhan. Berbeda halnya 
dengan pembunuhan biasa, dalam hal si pelaku mengambil keputusan 
untuk menghilangkan nyawa seseorang serta pelaksanaannya 
merupakan suatu kesatuan. 
Dengan demikian, pembunuhan berencana yang dilakukan 
oleh Yusman Telaumbanua adalah dengan direncanakan terlebih 
dahulu, seperti telah memiliki cara-cara dalam menghabisi nyawa 
orang atau dengan cara mencari bantuan orang lain/bekerja sama 
dalam menghilang nyawa orang lain. Hal tersebut dilakukan sebelum 
melaksanakan niat jahat yang telah dipikirkan terlebih dahulu. Dalam 
hal pembunuhan berencana, jika salah satu unsur di atas telah 
terpenuhi, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana setelah adanya bukti-bukti dan saksi. 
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Anak 
a. Pengertian Anak  
Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention on the Right of the 
Child (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak 
berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-
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undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". 
Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir 
Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum 
dikategorikan sebagai lex spesialist, semua ketentuan lainnya tentang 
defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang 
berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 
b. Pengertian Tindak Pidana Anak  
Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan 
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 
30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang 
menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum 
berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). (Setiady, 2010: 176). Menurut Pasal 1 
butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
yang dimaksud dengan anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak 
pidana, atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang 
bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas 
terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus 
mengandung unsur-unsur, yaitu (Seotodjo, 2010:12):  
a. adanya perbuatan manusia;  
b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;  
c. adanya kesalahan;  
d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. 
Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu 
bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya 
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kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan 
antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang 
melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama 
adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang 
diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau 
kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan 
atas mana yang diperbolehkan atau tidak. 
Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban 
pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini 
berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan 
tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan 
perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak 
dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang 
dilakukannya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus 
mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di 
masa akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan 
musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus 
bangsa dan cita-cita bangsa. 
Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang 
berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada 
dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum 
dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. 
Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak 
pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan 
menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan 
iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus 
diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara 
biologis, psikologis dan sosiologis, kodisi fisik, mental dan sosial anak, 
menempatkan anak pada kedudukan khusus. 
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Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, 
tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. 
Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagimana 
diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menentukan sebagai berikut:  
“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan 
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 
   Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan: "Sidang pengadilan 
anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagimana 
ditentukan dalam undang-undang ini".  
Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah "mengadili". 
Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, hakim melakukan 
kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu 
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, setelah itu 
mempertimbangkan dengan memberi penilaian atas peristiwa itu, serta 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan 
kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam 
mengadili, hakim berusaha kembali menegakan hukum yang dilanggar. 
Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak, 
sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa 
mengabaikan tegaknya keadilan. 
Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradialan 
pidana anak dengan UU kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun 1979). 
Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, 
pendidikan melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan. Aspek 
perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis 
bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiyaan, 
tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. 
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B. Kerangka Pemikiran 
1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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2. Keterangan  
Kerangka pemikiran ini akan mencoba menjelaskan alur penulis 
dalam menganalisis, menjabarkan, serta meneliti terhadap permasalahan 
yang dikaji. Bermula dari adanya kasus Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 
Nomor dengan Nomor : 08 /Pid.B / 2013 / PN-GS dimana dalam amar 
putusannya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan hukuman mati 
kepada Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa 
yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama. 
Menanggapi atas putusan pengadilan Negeri Gunung Sitoli 
tersebut,terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) 
Nomor 2/PK/Akte Pid/2016/PN Gst kepada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam 
memutus perkara tersebut dalam mempertimbangkan alat bukti dan 
keterangan saksi dan ditemukannya bukti baru (novum) yang menyatakan 
bahwa terpidana masih berusia 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak 
pidana tidak memiliki kewenangan dan harus batal demi hukum. Dalam 
memutus suatu perkara pidana hakim harus berdasarkan pada minimal 2 
(dua) alat bukti yang sah serta keyakinan dirinya bahwa tindak pidana 
tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dasar hakim 
dalam menjatuhkan putusan ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diatur lebih lanjut dalam Pasal 
184 KUHAP yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah sebagai 
berikut: 
1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan terdakwa. 
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Alat bukti yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan 
haruslah minimal dua dari lima macam alat bukti yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Apabila selain dari Pasal 184 
KUHAP bukanlah termasuk dalam alat bukti yang sah.Ketika hakim dalam 
memutuskan perkara ternyata terdapat kekeliruan di lain hari, maka ahli 
waris atau pengacara dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan 
mengajukan syarat-syarat dalam mengajukan peninjauan kembali tersebut 
apabila ditemukan bukti-bukti baru, maka segala bentuk keputusan yang 
telah diputuskan oleh majelis hakim, maka dapat dilakukan peninjauan 
kembali ke Mahkamah Agung. Apabila dilihat cukup bukti yang diajukan 
oleh ahli waris atau pengacara dari terdakwa tersebut, maka Mahkamah 
Agung dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas peninjauan 
kembali atas putusan hakim di Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan 
menimbang bukti baru (novum) yang Terpidana berusia 16 tahun pada 
terjadinya tindak pidana dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 
Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Identitas Terdakwa 
a.  Nama lengkap  :Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias 
Jonius Halawa 
b. Tempat lahir  : Hiliono Zega 
c. Umur/Tgl. lahir  : 19 tahun / Tahun 1993 
d. Jenis kelamin  : Laki-laki  
e. Kebangsaan  : Indonesia 
f. Tempat tinggal  : Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias dan 
atau Perkebunan PT. Torganda Kec. Tembusai 
Timur Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau 
g. Agama  : Kristen Protestan. 
h. Pekerjaan  : Karyawan Perkebunan PT. Torganda. 
i. Pendidikan Terakhir  : Terakhir SD (tidak tamat) 
2. Uraian Fakta Peristiwa  
Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halaw (lahir, 
tahun 1993 dengan usia 19 tahun) dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam 
Dakwaan Kesatu Primair. Yusman Telaumbanua Rusula Hia Alias Ama Sini 
Alias Rusula bersama dengan Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanua 
Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa (disidangkan terpisah) dan beserta 
rekannya (DPO) didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan 
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban 
Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho
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Yusman Telaumbanua membunuh korban Kolimarinus Zega 
dengan cara membacok leher korban menggunakan parang hingga korban 
tewas. Korban Jimmi Trio Girsang dibunuh dnegan cara dibacok kepalanya 
berkali-kali menggunakan parang hingga tewas. Sedangkan korban rugun Br 
Haloho dibunuh dengan cara ditusuk perutnya menggunakan parang hingga 
tewas. Setelah ketiga korban tewas, jasadnya dibakar untuk menghapuskan 
jejak dan menguburkannya di tanah dan batu. Adapun selain membunuh 
Yusman Telaumbanua juga merampas harta yang dibawa oleh para korbannya. 
3. Surat dakwaan 
Pada perkara No 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun dengan 
sususunan secara alternative. Selanjutnya,dalam dakwaan kesatu disusun 
kembali secara subsidaritas. 
DAKWAAN :  
KESATU :  
PRIMAIR :  
Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias 
UCOK alias JONIUS HALAWA bersama dengan saksi RUSULA HIA alias 
AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, 
AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa 
tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo 
Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di 
kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 
sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, 
dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih duhulu merampas nyawa 
orang lain yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK 
YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA 
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dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA, perbuatan mana Terdakwa 
lakukan dengan cara sebagai berikut :  
- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI 
alias UCOK alias JONIUS HALAWA yang bersangkutan adalah sebagai 
pekerja di kebun sayur milik korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK 
YUN alias AMA GAMAWA yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan 
Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan 
saksi SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA di rumah korban 
KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA dimana 
pada saat itu saksi SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA 
yang merupakan suami dari korban JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK 
EVA menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di 
Nias lalu Terdakwa menjawab “Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang 
saya di Nias”, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi 
saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA (disidangkan terpisah) 
melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan 
menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya 
beberapa hari kemudian Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA menghubungi Terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan 
sudah ada, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi 
SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA bahwa tokek sudah 
ada di Nias lalu memberikan nomor handphone saksi RUSULA HIA alias 
AMA SINI alias RUSULA saksi SADA’ARIH BORU MARINGGA alias 
MAMA EVA kemudian antara saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA dan saksi SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA 
sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan 
saksi SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA saksi Rusula 
Hia alias Ama Sini alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi 
SADA’ARIH BORU MARINGGA alias MAMA EVA melalui handphone 
Terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi SADA’ARIH 
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BORU MARINGGA alias MAMA EVA bersama keluarga berencana 
berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut;  
- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Terdakwa berangkat ke Nias melihat 
orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 
korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA 
menghubungi Terdakwa, melalui handphone dan memberitahukan bahwa 
berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil 
tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 WIB korban KOLIMARINUS 
ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA sampai di Bandara Binaka 
lalu para korban menghubungi saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka telah 
sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi RUSULA HIA alias AMA 
SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA 
alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA agar menjemput di Bandara 
Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi RUSULA HIA alias AMA 
SINI alias RUSULA di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo 
Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para 
korban telah sampai di Nias, saksi memberitahukan kepada AMA PASTI 
HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) yang 
saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan AMA PASTI 
HIA, setelah bersama-sama mendengar kabar kedatangan ketiga korban ke 
Nias maka saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA serta AMA 
FANDI HIA, AMOSI HIA alias MOSI dan JENI (DPO) merencanakan 
menghilangkan nyawa para korban dan setelah meninggal dunia mengambil 
kepala para korban untuk dijual, dijadikan jimat dan sebagian akan dijadikan 
obat selain itu mengambil uang para korban yang dibawa dari Tanah Karo ke 
Nias yang digunakan untuk membeli tokek kepada Terdakwa, setelah selesai 
menyusun rencana maka Saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA serta AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA, AMOSI HIA alias 
MOSI, dan JENI (DPO) sepakat untuk menjemput para korban dari 
Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh Terdakwa menjemput para 
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korban dari Bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para 
korban menyewa mobil rental untuk diantar ke rumah saksi RUSULA HIA 
alias AMA SINI alias RUSULA di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo 
Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan Bandara Binaka 
Terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah 
menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-
sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama 
Terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi 
RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA menghubungi Terdakwa 
melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan 
menunggu di Simpang Miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak 
dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di 
Gunungsitoli nantinya adalah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA alias MOSI 
dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sementara 
RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan JENI (DPO) menunggu 
kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah AMA PASTI HIA, AMOSI HIA 
alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) sampai di Gunungsitoli tepatnya 
di depan SPBU di Jalan Diponegoro bertemu dengan para korban dan 
Terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang 
karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan AMA PASTI 
HIA, AMOSI HIA alias MOSI, dan AMA FANDI HIA (DPO) dengan 
menggunakan sepeda motor, selanjutnya AMA PASTI HIA, AMOSI HIA 
alias MOSI, AMA FANDI HIA (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa 
membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa 
Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya 
di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi RUSULA HIA alias AMA 
SINI alias RUSULA serta AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, 
AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) mempersiapkan parang dan pisau dan 
menyelipkan di pinggang mereka dan akan digunakan sebagai sarana untuk 
menghilangkan nyawa ketiga korban, selanjutnya pada malam itu juga yaitu 
pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 WIB saksi 
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RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA dan Terdakwa serta AMOSI 
HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) 
berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu 
mengajak korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA 
GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias BAPAK EVA dan RUGUN Br 
HALOHO alias MAMA RIKA pergi mengambil tokek yang sudah disediakan 
di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia 
dengan tiba-tiba JENI (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah 
diselipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban JIMMI TRIO 
GIRSANG alias BAPAK EVA dari belakang secara berulang kali sehingga 
korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi RUSULA HIA alias AMA SINI 
alias RUSULA mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di 
pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan ke arah leher korban 
KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara 
berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama AMA PASTI HIA (DPO) 
mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah 
kirinya lalu dibacokannya di punggung korban KOLIMARINUS ZEGA alias 
BAPAK YUN alias AMA GAMAWA secara berkali-kali sehingga pada saat 
itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi RUSULA HIA alias AMA SINI 
alias RUSULA menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu 
berikutnya pelaku AMOSI HIA alias MOSI dan pelaku AMA FANDI HIA 
(DPO) menusuk perut korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA 
dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana AMOSI HIA alias 
MOSI (DPO) menikam perut RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA dari 
depan dan pelaku AMA FANDI HIA (DPO) menikam perut RUGUN Br 
HALOHO alias MAMA RIKA dari samping sebelah kanan sehingga pada 
saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga 
tubuh korban dibuang ke jurang dengan cara Terdakwa bersama dengan 
AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI HIA dan AMA FANDI HIA (DPO) 
melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan 
ketiga tubuh korban ke dalam jurang, saksi RUSULA HIA alias AMA SINI 
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alias RUSULA bersama pelaku lainnya mengambil bungkusan plastik dari 
dalam tas pakaian milik korban RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA 
yang sudah tergeletak di tanah dan setelah dibuka diketahui bahwa isinya 
berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian 
Terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut 
dengan pembagian masingmasing saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),Terdakwa 
YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS 
HALAWA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), AMOSI HIA alias 
MOSI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA PASTI 
HIA (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), AMA 
FANDI HIA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 
JENI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah 
membagibagikan uang tersebut saksi RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-
masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi RUSULA 
HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama-sama dengan AMA PASTI 
HIA, AMOSI HIA alias MOSI, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) menuju 
jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan 
parang kemudian turun ke dalam jurang tempat ketiga tubuh korban dibuang 
dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku 
AMA FANDI HIA memotong leher korban RUGUN Br HALOHO alias 
MAMA RIKA hingga terlepas dari tubuhnya kemudian JENI memotong leher 
korban KOLIMARINUS ZEGA alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA 
hingga terlepas dari tubuhnya kemudian RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga 
tubuh korban di atas batu sungai lalu disiram dengan minyak tanah kemudian 
dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah 
dekat dengan tempat ketiga tubuh korban dibakar lalu sisa ketiga tubuh 
korban yang belum terbakar dimasukkan ke dalam lubang tanah yang telah 
digali kemudian ditutup dengan tanah serta ditumpuk dengan batu-batu 
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selanjutnya RUSULA HIA alias AMA SINI alias RUSULA bersama para 
pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala 
para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar; 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 
juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; 
SUBSIDIAIR :  
  Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias 
UCOK alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI 
HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 
2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa 
Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun 
milik Ama Yarni Hia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA 
alias BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias 
BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA 
ATAU  
KEDUA :  
Bahwa Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias 
UCOK alias JONIUS HALAWA, RUSULA HIA alias AMA SINI alias 
RUSULA (disidangkan terpisah), AMOSI HIA alias MOSI, AMA PASTI 
HIA, AMA FANDI HIA dan JENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 April 
2012 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa 
Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun 
milik Ama Yarni Hia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 
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masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 
mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, 
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap 
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan 
kematian bagi korban yaitu korban atas nama KOLIMARINUS ZEGA alias 
BAPAK YUN alias AMA GAMAWA, JIMMI TRIO GIRSANG alias 
BAPAK EVA dan RUGUN Br HALOHO alias MAMA RIKA. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 
Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHPidana. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli 
tanggal 09 April 2013 : 
1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias 
UCOK alias JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak pidana turut 
serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 
340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan 
Kesatu Primair;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA 
alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA, dengan Pidana Penjara 
selama seumur hidup. 
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- Beberapa potongan kain yang sudah terbakar; 
- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas ke 
na bakaran api; 
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan 
panjang ± 40 Cm;  
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- Satu buah mancis berwarna hijau; 
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang 
terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm; 
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki 
gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 
Cm;  
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;  
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm;  
- Satu helai kain yang sudah terbakar; 
- Satu buah batu bekas bakaran; 
- Dirampas untuk dimusnahkan;  
-  Satu buah cincin emas berwarna kuning;  
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek 
CITIZEN;  
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE;  
- Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 
tulang; 
 - Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 
tulang;  
- Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 
tulang;  
Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban; 
 4. Biaya perkara dibebankan Kepada Negara 
5. Putusan Pengadilan Negeri  
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS 
tanggal 21 Mei 2013 : 
1. Menyatakan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALIAS JONI 
ALIAS UCOK ALIAS JONIUS HALAWA telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan 
berencana secara bersama-sama” ; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA 
ALIAS JONI ALIAS UCOK ALIAS JONIUS HALAWA, oleh karena 
itu dengan Pidana mati; 
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.; 
4. Menetapkan barang bukti berupa : 
 - Beberapa potongan kain yang sudah terbakar; 
 - Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas 
kena bakaran api;  
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan 
panjang ± 40 Cm;  
- Satu buah mancis berwarna hijau; 
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang 
terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm; 
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan 
memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 
sekitar 50 Cm;  
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;  
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm; 
 - Satu helai kain yang sudah terbakar; 
 - Satu buah batu bekas bakaran;  
Dirampas untuk dimusnahkan; 
 - Satu buah cincin emas berwarna kuning;  
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi 
merek CITIZEN; 
 - Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek 
MIRAGE;  
- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) 
individu, antara lain :  
a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak        
44 tulang; 
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 b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak     
32 tulang; 
 c. Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak    
1 tulang; 
 Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban;  
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara 
6. Alasan Peninjauan Kembali  oleh Terdakwa 
Didampingi Penasihat Hukumnya Laka Dodo Laia, SH, MH dan 
Cosmas Dohu Amazihono, SH, MH Advokat / Konsultan Hukum dan 
Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Talifusoda Nias 
Indonesia, yang berkantor di Jl. Pramuka No. 07 Kelurahan Pasar Teluk 
Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang telah 
ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim 
Nomor : 02/ Pen.Pid/ 2013/PN-GS tertanggal 29 Januari 2013 mengajukan 
peninjauan kembali dengan  alasan : 
A.1 Alasan Peninjauan Kembali Pertama yang diajukan oleh Pemohon 
adalah berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP: apabila 
terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan; Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan Keadaan 
baru (novum) adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang 
atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun 
karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap. Keadaan itu baru 
diketahui setelah putusan menjadi tetap. Jadi yang baru bukan 
keadaannya, melainkan saat diketahuinya. Keadaan tersebut sudah ada 
pada saat sidang berlangsung bahkan sebelum perkara pidana diberkas 
oleh penyidik, namun baru diketahui keadaannya dari alat-alat bukti. 
Berkaitan dengan hal di atas, novum yang hendak Pemohon ajukan 
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disini adalah mengenai kebenaran usia Pemohon pada saat terjadinya 
tindak pidana sebagaimana dipersalahkan terhadap diri Pemohon. Usia 
dari Pemohon dalam hal terjadinya suatu tindak pidana tersebut akan 
menentukan bagaimana seharusnya proses hukum yang dilalui oleh 
Pemohon dan bagaimana peradilan menempatkan diri Pemohon 
sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
diatur dalam undang-undang sehingga tujuan badan peradilan dalam 
menjatuhkan pemidanaan sejalan dengan konstitusi Pasal 28D Ayat 
(1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. Pengejawantahan dari Pasal 28D Ayat 1 tersebut dalam hal 
penegakan hukum adalah dengan lahirnya hak-hak bagi para pihak 
yang berperkara atau berhadapan dengan hukum pada setiap proses 
yang dilewati, sehingga badan-badan pemerintahan dalam penegakan 
hukum yang memiliki kewenangan tidak bertindak secara arbitary 
yang kemudian dapat merugikan warganya dalam hal ini Pemohon. 
Penjaminan dari adanya pelaksanaan konstitusi tersebut harus secara 
nyata yang termasuk di dalamnya melakukan upaya koreksi atas 
pelanggaran-pelanggaran hak-hak pada pihak yang berperkara jika itu 
terjadi dalam suatu penanganan perkara mengajukan bukti baru 
(novum) hasil pemeriksaan ahli Tim Kedokteran Gigi Universitas 
Padjajaran pada tahun 2015, dimana kala itu menurut ahli, Yusman 
Telaumbanua masih berusia 18,4 -18,5 tahun, sehingga saat divonis 
mati tahun 2013, Yusman Telaumbanua masih berusia 15 – 16 tahun, 
dan sesuai undang undang, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan 
kepada orang yang usianya dibawah 18 tahun. 
2. Bahwa dengan telah diketahuinya keadaan baru (Novum) berupa usia 
Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan tertanggal 17 November 
2015 adalah berusia 18-19 tahun. Maka dengan demikian, dapat 
diketahui pula bahwa seharusnya usia Pemohon pada saat terjadinya 
tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan 
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putusan Pengadilan perkara a quo Pemohon yakni pada tanggal 4 April 
tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 
adalah sekitar 15-16 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum 
dalam BAP, surat dakwaan dan Putusan pengadilan perkara a quo 
pemohon yang menyebutkan usia Pemohon adalah 19 tahun. 
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor REG. 
PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 April 2013, 
dituntut dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, yang kemudian oleh 
Judex Facti dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dijatuhi 
pidana mati. Tuntutan pidana dan penjatuhan pidana dalam perkara a 
quo tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 
menyebutkan “Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana 
penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 
(sepuluh) tahun” bahkan lebih lanjut lagi Pasal 6 Ayat 5 ICCPR 
menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas 
tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah 
mengandung. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, 
Pasal 37 memuat kewajiban bagi Negara untuk menjamin bahwa tidak 
seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau 
perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang 
menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup 
tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk 
pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah 
umur delapan belas tahun;  
4. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas 
sehubungan dengan alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 
Ayat 2 huruf a KUHAP, maka jika keadaan baru (novum) di atas itu 
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sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Yusman 
Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa dalam putusan. 
A2. Alasan Peninjauan Kembali Kedua berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) 
huruf c KUHAP: apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan 
suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Majelis 
Hakim yang terhormat, nampaknya, dalam perkara a quo tidak hanya 
terjadi kesalahan dalam hukum acara berdasarkan novum sebagaimana 
telah diuraikan dalam alasan peninjauan kembali oleh Pemohon 
sebelumnya akan tetapi dalam memutus perkara a quo, Judex Facti 
juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam 
memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut 
dalam pertimbangannya tidak sempurna (onvoeldoende gemotiverd), 
dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang 
sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali; Namun demikian, 
sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan 
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan 
hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang 
mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Peninjauan 
Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan Hakim 
atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 
Ayat (2) huruf c KUHAP. 
1. Bahwa satu-satunya saksi fakta Rasula Hia dengan tegas menyatakan 
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembunuhan. 
Kesaksian yang disampaikan oleh Saksi fakta Rusula Hia tidak 
dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti diantaranya: (Bukti P-7) 
a. Keterangan bahwa yang membunuh korban adalah Jeni, Ama Pasti, 
Ama Fandi dan Amosi Hia;  
b. Keterangan bahwa tidak ada parang yang telah dibawa oleh saksi dan 
terpidana Yusman saat itu. Saksi melihat parang sewaktu Jeni (DPO) 
mengancam saksi; 
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2. Bahwa Judex Facti dalam memutuskan Pemohon bersalah dan 
menjatuhkannya dengan hukuman mati, selain dari keterangan saksi de 
auditu juga mempertimbangkan berdasarkan pendapat dari Penasihat 
Hukum Pemohon sebelumnya yang memohon kepada Majelis Hakim 
agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang dilakukan 
Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis. 
Sedangkan dalam tuntutannya penuntut berdasarkan Surat Tuntutan 
Pidana Nomor REG.PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 
April 2013, yang pada pokoknya meminta agar Judex Facti untuk 
memutus:  
1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI 
alias UCOK alias JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak 
pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, 
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair. 
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSMAN 
TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS 
HALAWA dengan Pidana Penjara Seumur Hidup. 
3. Bahwa putusan Judex Facti dalam pertimbangannya yang sacara 
nyata tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon dan saksi fakta 
Rasula Hia yang dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon 
tidak melakukan pembunuhan namun hanya menimbang berdasarkan 
pada saksi de auditu serta pendapat dari Penasihat Hukum adalah 
bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bahkan lebih jauh lagi, 
keterangan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah merupakan alat 
bukti, sehingga tidaklah memiliki dasar hukum dari Majelis Hakim 
Judex Facti dalam menjatuhkan beratnya hukuman. 
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4. Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-
GS berupa pertimbangan majelis yang tidak menimbang keterangan 
dari Terdakwa serta saksi fakta melainkan hanya menimbang pada 
keterangan saksi de auditu dan pendapat dari penasihat hukum 
Terdakwa, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 183 jo. Pasal 
184 KUHAP. Selain daripada ada itu, terdapat juga kekeliruan dalam 
dalam membuktikan unsur sengaja dan unsur turut serta dalam 
menentukan kesalahan dari diri Pemohon. 
7. Pertimbangan Mahkamah Agung 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut 
Mahkamah Agung berpendapat : 
1. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidana bahwa terdapat 
keadaan baru (novum) yakni mengenai kebenaran usia Pemohon 
Peninjauan Kembali/Terpidana pada saat terjadinya tindak pidana 
sebagaimana dipersalahkan terhadap diri Pemohon, dapat dibenarkan 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
 - Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 
Mei 2013 Terdakwa lahir pada tahun 1993, yang berarti pada saat kejadian 
(tempus delicti) sesuai versi Dakwaan Penuntut Umum usia Terdakwa 
adalah 19 (sembilan belas) tahun.  
- Bahwa dalam Berita Acara Persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia 
berusia 16 (enam belas) tahun, akan tetapi tanggal, bulan dan tahun 
kelahiran tidak ingat, kemudian Majelis Hakim menghadirkan Penyidik 
Pembantu yang melakukan pemeriksaaan Terdakwa pada penyidikan, dan 
Penyidik Pembantu tersebut menerangkan bahwa berdasarkan keterangan 
Terdakwa pada saat penyidikan usia Terdakwa adalah 19 (sembilan belas) 
tahun dengan tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui, sedangkan 
tahun kelahirannya adalah tahun 1993. Selanjutnya Majelis Hakim 
memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan dengan surat 
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atau dokumen lain bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun, dan Terdakwa 
menyatakan tidak ada / surat-surat atau dokumen lain yang bisa 
membuktikan bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun. 
 - Bahwa dari keadaan tersebut di atas terdapat 2 (dua versi keterangan 
yang berbeda dari sumber yang sama (yakni dari Terdakwa), yang satu 
diberikan Terdakwa pada saat penyidikan sedangkan yang satu lagi 
diberikan di depan persidangan, dan ketika Majelis Hakim memberi 
kesempatan untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa di 
persidangan dengan didukung surat atau dokumen lainnya, Terdakwa 
menyatakan sama sekali tidak mempunyai surat atau dokumen. Hal ini 
berarti bahwa pada saat proses penyidikan pun keterangan Terdakwa 
tentang usianya tidak mempunyai bukti surat atau dokumen lainnya. 
Apalagi pada saat Majelis Hakim mempertanyakan soal usia, Terdakwa 
hanya didampingi seorang penterjemah, belum didampingi Penasihat 
Hukum. Dengan demikian kedua keteranga ntersebut baik dalam proses 
penyidikan maupun di muka persidangan adalah tanpa didukung bukti atau 
dokumen lainnya. 
- Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Surat-P1 tersebut dibuat oleh 
lembaga/institusi resmi dan berkompeten di bidangnya serta pengujian 
yang dilakukan berdasarkan beberapa Metode yang telah diterima dan 
diakui secara akademis dan tingkat akurasinya 95%, maka dengan 
demikian Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Bukti Surat-P1 
tersebut dapat diterima sebagai acuan/pedoman untuk menghitung usia 
Pemohon, yang pada waktu persidangan perkara a quo terdapat 
ketidakpastian karena perkiraan usia Terdakwa tidak didukung bukti surat 
atau dokumen lainnya.  
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan usia yang dilakukan 
ahli berdasarkan metode-metode yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara akademis, bahwa usia Pemohon/Terpidana pada tanggal 17 
November 2015 adalah 18,4-18,5 tahun dan apabila dihubungkan dengan 
tempus delicti yaitu tanggal 24 April 2012, maka Mahkamah Agung 
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berpendapat usia Pemohon/Terpidana pada saat terjadinya tindak pidana 
perkara a quo adalah 16 (enam belas) tahun. Menimbang bahwa 
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI 
berpendapat bahwa Bukti Surat P-1 adalah merupakan bukti baru (novum) 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP 
yakni bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau 
sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara a quo sebelum perkara a 
quo diputus, dan fakta tersebut belum diperiksa dan belum terungkap pada 
persidangan perkara a quo, dan baru diketahui/ditemukan setelah perkara a 
quo diputus, dan apabila fakta tersebut diajukan dan diperiksa serta 
dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, maka putusan Judex 
Facti Pengadilan Negeri tentu tidak akan memutus sebagaimana dalam 
putusan perkara a quo. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah keliru 
dalam menilai fakta persidangan dengan mempertimbangkan bahwa 
perbuatan Para Terdakwa 3 (tiga) orang DPO tergolong sadis dan kejam, 
sehingga Judex Facti memandang sangat patut dan adil jika terhadap 
Terdakwa dijatuhi pidana sesuai peranannya yakni ikut membuang mayat 
ke jurang/sungai, tetapi kejadian pembunuhan sadis tersebut telah selesai, 
tanpa kehadiran Terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA; Demikian pula 
pertimbangan Judex Facti “Dalam hal-hal yang memberatkan” yang 
menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak 
berperikemanusiaan serta diikuti perbuatan lain seperti mengambil uang 
korban dan membakar mayat korban serta memenggal kepala korban. 
Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasarkan pada fakta 
persidangan. Judex Facti menggeneralisir semua perbuatan dalam perkara 
a quo menjadi beban Terdakwa, dan Judex Facti tidak memilahmilah 
“materiale handeling” yang mana perbuatan yang secara nyata dilakukan 
Terdakwa dan mana perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh JENI, 
AMA PASTI HIA, AMA FANDI HIA dan saksi RUSULA HIA. 
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2.  Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 
dapat membuktikan Bukti Surat-P1 dan bukti-bukti penunjang lainnya 
adalah bukti baru (novum) sehingga usia Pemohon/Terpidana adalah 16 
(enam belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana tanggal 24 April 
2012, maka Mahkamah Agung RI akan mengadili perkara a quo 
berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dan terhadap Dakwaan yang terbukti Pasal 340 
KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidana maksimum 
untuk Anak adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; 5. 
Menimbang, pula oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ 
Terpidana dapat membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan 
yang nyata dalam putusan perkara a quo, maka adalah tidak tepat, tidak 
berdasar dan tidak adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara 
maksimum selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga kepada Terdakwa harus 
dijatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/semula Terdakwa/kini 
Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan permohonan 
Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 
263 Ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981), maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHAP 
terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 
Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/ PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 dan 
Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara a quo dengan amar 
sebagaimana disebutkan di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena 
permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi 
Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali tetap 
dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini 
dibebankan kepada Terpidana; Memperhatikan Pasal 340 juncto Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
8. Putusan Mahkamah Agung 
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi vonis 
hukuman mati Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan 
Kembali yang diajukan Yusman Telaumbanua 
Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon 
Peninjauan Kembali Terpidana : YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI 
alias UCOK alias JONIUS HALAWA tersebut; Membatalkan Putusan 
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/ 2013/PN-GS, tanggal 
21 Mei 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut; 
 M E N G A D I L I    K E M B A L I : 
 - Menyatakan Terpidana YUSMAN TELAUMBANUA alias 
JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA tersebut di atas telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta 
Melakukan Pembunuhan Berencana”;  
- Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; 
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
 - Menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan; 
 - Menetapkan barang bukti berupa : 
 - Beberapa potongan kain yang sudah terbakar;  
- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor 
bekas kena bakaran api; 
 - Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api 
dengan panjang ± 40 cm;  
- Satu buah mancis berwarna hijau;  
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- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang 
yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm; 
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan 
memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 
sekitar 50 cm; - Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang;  
- Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 cm; - 
Satu helai kain yang sudah terbakar;  
- Satu buah batu bekas bakaran; Dirampas untuk dimusnahkan; 
 - Satu buah cincin emas berwarna kuning; 
 - Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari 
besi merek CITIZEN;  
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan 
merek MIRAGE; 
- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 
(tiga) individu, antara lain; a. Tulang belulang individu A dengan jumlah 
tulang belulang sebanyak 44 tulang; b. Tulang belulang individu B dengan 
jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang; c. Tulang belulang individu C 
dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang; Dikembalikan kepada 
masing-masing keluarga korban ; Membebankan kepada Terpidana 
tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan 
Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
B. Hasil Pembahasan 
1.  Kesesuaian Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan Dasar 
Adanya Novum dan Kekhilafan/Kekeliruan yang Nyata Sesuai 
dengan Pasal 263 (2) KUHAP. 
Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan 
landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan dan berdasarkan asas 
legalitas dan dalam rangka Peninjauan Kembalian memperhatikan asas 
keseimbangan antara hak asasi termohon Peninjauan Kembali sebagai 
perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan 
umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan “Pembangunan 
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negara kesatuan RI” sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya 
pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa Penuntut 
Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan RI yang 
dipimpin oleh Jaksa Agung RI.  
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelunya bahwa tujuan hukum yang 
diarahkan pada semata-mata untuk nilai keadilan, kepastian, dan manfaat 
bagi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Nilai keadilan  
Pada hakikatnya, keadilan adalah penilaian terhadap suatu 
perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut 
pandangan secara subjektif. Menurut Aristoteles, keadilan hukum 
melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang 
sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui 
kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang 
apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik 
dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan 
korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal 
mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk 
memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. 
(Bernard dkk, 2007: 52-53). 
Peninjauan Kembali pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan 
terpidana, bukan kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau korban, 
sehingga negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya 
untuk mengajukan Peninjauan Kembali (Chazawi, 2010: 8). Menurut 
pendapat Aristoteles, kesamaan proporsional yaitu memberi setiap 
orang apa yang menjadi haknya, disesuaikan dengan filosofi Peninjauan 
Kembali untuk memberikan hak-hak kepada para pencari keadilan, 
yaitu terpidana atau ahli warisnya. Menurut keadilan korektif yang 
berupaya memberi kompensasi memadai bagi pihak yang dirugikan. 
Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena Negara telah 
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berdosa merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab 
mengembalikan keadilan tersebut. 
 
2.  Nilai kemanfaatan  
Nilai manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy 
Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang 
bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, 
termasuk di dalamnya penerapan asas manfaat dalam peraturan 
perundang-undangan. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah bukan 
hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya) 
(Ishaq, 2009:9). 
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 
penegakan hukum harus memberi manfaat bagi atau kegunaan bagi 
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan atau 
ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. (Mertokusumo dan 
Pitlo, 1993: 2). 
Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum telah menutup 
rasa keadilan bagi terpidana. Dikarenakan upaya Jaksa Penuntut Umum 
dalam membuktikan kesalahan Yusman Telaumbanua di dalam 
persidangan telah dirasa cukup. Ditemukannya bukti baru sepatutnya 
memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan. 
Manfaat inilah yang dijadikan dasar dibentuknya Peninjauan Kembali, 
oleh karena itu Peninjauan Kembali dirasa dapat memberikan manfaat 
kepada terpidana untuk membuktikan ketidak bersalahannya.  
3.  Nilai kepastian  
Nilai kepastian melalui hukum positif, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Hans Kelsen (Rasjidi, 2007:60), bahwa hukum harus 
dibersihkan dari unsur non yuridis, sebagaimana unsur etis, sosiologis, 
politis, dan sebagainya; sedangkan sistem hukum sebagai suatu hierarki 
daripada hukum dalam hal mana ketentuan hukum tertentu bersumber 
pada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi. Peninjauan Kembali 
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bersumber pada Pasal 263 KUHAP, dan secara jelas telah dijelaskan 
mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, siapa saja yang dapat 
mengajukan Peninjauan Kembali.  
Oleh karena itu peninjauan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
diperbolehkan melalui putusan Mahkamah Agung, kurang sesuai 
dengan teori tujuan hukum. Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim 
Mahkamah Agung, menggunakan analogi dalam menjelaskan Pasal 263 
ayat (1) KUHAP, sehingga merusak tatanan keadilan dan kepastian 
hukum itu sendiri. 
Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar 
biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk 
membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan 
untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga 
Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan 
untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap 
upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu:  
1.  Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.  
2. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat 
diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan–keadaan tertentu sebagai 
syarat.  
3.  Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus 
oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.  
Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan Peninjauan 
Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan 
peninjauan kembali dilakukan atas dasar:  
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a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa 
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau 
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.  
b.  Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain.  
c.  Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.  
Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan 
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal 
atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru 
(novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam 
menerapkan hukumnya. Tumpuan Peninjauan Kembali adalah demi 
keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh 
Hakim. Hal-hal tersebut juga termuat dalam pertimbangan lahirnya 
PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang dipertegas 
oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena mendesak 
dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus 
hukuman mati yang menimpa anak usia di bawah umur dalam kasus 
Yusman Telaumbanua. 
Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara 
tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum,sesuai ketentuan 
Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan 
Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri 
sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana. Peninjauan Kembali hanya 
terpidana karena terpidanalah yang dinyatakan bersalah sehingga apakah 
benar kesalahan terpidana atas pidana yang dijatuhkan dan ahli waris 
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sebagai pihak yang juga dirugikan, dimana demi memperbaiki nama baik 
sehingga ahli waris mendapat kesempatan Peninjauan Kembali, ketentuan 
Pasal 263 ayat (1) mengandung pengertian bahwa upaya Peninjauan 
Kembali itu sesungguhnya merupakan hak terpidana dan ahli warisnya 
untuk membuktikan dirinnya bahwa ia tidak pantas untuk dihukum.  
Beberapa perundang-undangan yang menjadi pertimbangan hukum 
hakim, antara lain:  
(1)  Bahwa hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan hakim, 
seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi pada Pasal 244 
KUHAP yang oleh Hakim ditafsirkan yaitu putusan bebas murni tidak 
dapat dimintakan kasasi dan bebas tidak murni dapat dimintakan 
kasasi. Yang mana penafsiran tersebut menjadi Yurisprudensi tetap;  
(2) Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan frasa “dapat 
dimintakan Peninjauan Kembali kepada MA dalam perkara perdata 
dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan” diartikan bahwa 
dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan dan Jaksa 
Penuntut Umum sebagai perwakilan kepentingan umum/negara;  
(3)  Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikatakan tidak dengan tegas menentukan 
atau tidak diatur bahwa dengan kata lain tidak ada larangan Jaksa 
Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;  
(4)  Pasal 263 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum 
adalah pihak paling berkepentingan atas frasa “permintaan 
Peninjauan Kembali apabila dalam putusan dimana yang didakwakan 
terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan” agar putusan 
tersebut dapat dirubah sehingga putusan diikuti dengan pemidanaan 
dengan atas diri terpidana.  
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2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengabulkan 
Peninjauan Kembali atas Dasar Novum dan Kekhilafan atau 
Kekeliruan yang Nyata Sesuai dengan Pasal 266 Ayat 2 KUHAP jo 
Pasal 340 KUHP. 
Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali selaku 
Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan 
menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara 
diteraPeninjauan Kembalian secara tepat dan adil, lagi pula ada tidaknya 
diajukan permintaan Peninjauan Kembali dalam perkara ini masih menjadi 
masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka 
Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan 
hukum secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai 
hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan 
bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan 
Kembali Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima. Sehingga 
dapat diperiksa apakah pihak yang mohon Peninjauan Kembali dapat 
membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.  
Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara 
pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh 
Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius 
Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku 
Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. 
Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban 
Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru 
Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara 
ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan 
parang. 
Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun 
dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu 
disusun kembali secara subsidaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut 
hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Adapun 
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dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Yusman 
Telaumbanua Yusman Telaumbanua adalah sebagai berikut: 
Primair : Yusman Telaumbanua didakwa sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan 
sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang 
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
Subsidair : Yusman Telaumbanua didakwa sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Atau kedua : Yusman Telaumbanua didakwa mengambil sesuatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denga maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului di sertai dan diikuti 
dengan kekerasan atau anacaman kekerasan terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuri atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan 
oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian 
bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) danayat (3) 
KUHP. 
Fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku 
sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar pertimbangan 
bagi keputusan pengadilan (Mulyadi, 2008: 199). Secara umum dapat 
dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi 
yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah 
ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses 
penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat 
bagi terpidana. Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua 
dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP adalah sebagai berikut: 
1.  Barangsiapa 
2.  Dengan sengaja 
3.  Direncanakan lebih dahulu 
4.  Menghilangkan nyawa orang lain 
5.  Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan 
(KUHP, Pasal. 340) 
Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara 
No.8/Pid/B/2013/PN-GST terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP 
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: 
1.  Unsur barangsiapa 
Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau 
subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa 
melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan 
kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa 
unsur barangsiapa telah terpenuhi. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
bahwa Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanua alias Joni alias 
Ucok alias Jonius Halawa adalah subjek hukum yang dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini 
dibuktikan bahwa Yusman Telaumbanua dapat menjawab secara baik 
dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan 
saksi-saksi dan keterangan Yusman Telaumbanua sendiri, bahwa benar 
yang hadir dimuka sidang adalah Yusman Telaumbanua Yusman 
Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawas. Sehingga 
pendapat hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah 
terpenuhi adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. 
2.  Unsur dengan sengaja 
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Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat 
yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan 
sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian 
perbuatan yang dilakukan Yusman Telaumbanua karena setiap orang 
melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud 
hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata 
lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang 
merupakan refleksi dari niatnya. 
Kesengajaan dalam Pasal ini adalah adanya kehendak dari 
pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan 
kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. 
Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah 
kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi 
dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah 
sebagai berikut: 
a.  Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk 
mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban 
Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho 
dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau 
dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh 
korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh Yusman 
Telaumbanua Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula (Putusan 
No. 8/Pid/B/2013/PN-GST). 
b.  Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan 
parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang 
secara berkali-kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi 
Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher 
korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku 
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atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu 
membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun 
Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia 
menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian 
pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia 
(DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan 
menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias 
Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari 
depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br 
Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada 
saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak 
bergerak sama sekali. 
c.  Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan 
dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan 
kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan 
bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat. 
d. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan 
langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan 
serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat 
dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban. 
e. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban 
dibacokdengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga 
tubuh korban dibuang ke jurang oleh Yusman Telaumbanua Yusman 
Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia 
(DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika 
dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega 
Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya 
lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari 
hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak 
utuh dan terdapat bekas bakaran. 
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat 
bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, 
kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan Yusman Telaumbanua 
mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban 
Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. 
Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi. 
3.  Unsur direncanakan terlebih dahulu 
Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, 
suatu perbuatan dikatakan direncakan lebih dahulu, apabila antara saat 
perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk 
memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. 
Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan 
terlebih dahulu yakni: 
a. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu 
b. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang 
c. Untuk dilaksanakan juga secara tenang. 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat 
bahwa terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat Yusman 
Telaumbanua untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu 
perencanaan antara lain: 
1. Berawal dari keberangkatan para korban ke Nias untuk membeli 
tokek dimana menurut informasi yang mereka dapat harga tokek di 
Nias cukup mahal dan informasi itu para korban dapat dari Yusman 
Telaumbanua Yusman Telaumbanua hingga selanjutnya 
pembicaraan tentang pembelian tokek oleh para korban melalui 
perantaraan Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanua dan saksi 
Rusula Hia.139 
2. Sudah ada kesiapan dari Yusman Telaumbanua Yusman 
Telaumbanua, saksi Rusula Hia serta para pelaku yang lain untuk 
menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan mengantarkan 
para korban ke Tugala Oyo. 
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3.  Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari 
terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban 
meskipun dalam persidangan Yusman Telaumbanua menerangkan 
bahwa dirinya pulang untuk melihat keluarganya yang sakit akan 
tetapi setelah beberapa lama Yusman Telaumbanua Yusman 
Telaumbanua tidak kembali ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah 
propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap. 
4. Saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang 
kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias  
5. Para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan 
digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang 
sehingga pada saat dilakukan pembunuhan. 
Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim 
dalam pertimbangannya berpandangan bahwa sebagai berikut: 
1. Adanya waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, tanggal 
23 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk memikirkan dan 
mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan 
niatnya ataukah akan melaksanakan pebuatannya dan memikirkan 
bagaimana cara melakukan perbuatannya. 
2. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil 
yangdibuktikan melalui saksi Rusula Hia yang memberitahukan 
maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan 
Jeni. Sedangkan Yusman Telaumbanua sebagai perantara langsung 
ikut menjemput korban di bandara Binaka Nias.141 
3. Meskipun Yusman Telaumbanua dalam keterangannya mengakui 
tidak ikut membacok/menusuk atau melukai korban dan hanya 
berperan saat membuang mayat korban kedalam jurang, tidak serta 
merta perbuatan Yusman Telaumbanua menjadi tidak terbukti. 
4. Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas 
adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak. 
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Menurut pertimbangan hakim pada unsur ini dinyatakan bahwa 
terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat 
timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat 
dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk 
memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. 
Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan 
sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat tersebut 
terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan tidak pula 
terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut 
pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak 
melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan 
perbuatan-perbuatan tersebut.Sehingga menurut hakim berdasarkan 
fakta-fakta dipersidangan unsur direncanakan lebih dahulu telah 
terpenuhi. 
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan 
unsur-unsur Pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan 
dari para pelaku.Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP 
merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara 
pelaku menyelesaikan tindak pidananya,melainkan cukup memandang 
akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. 
Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik 
berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Yusman 
Telaumbanua serta alat buktilain berupa Visum Et Repertum serta 
barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya 
kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang.Berdasarkan 
hasil forensik menunjukkan bahwa tulang belulang diduga berasal dari 
3 (tiga) individu yang berbeda dengan usia sekitar 6-8 bulan dengan 
kondisi tulang belulang yang tidak lengkap tidak utuh yakni: 
a. Individu A, berjenis kelamin laki-laki, tinggi 163,36 cm - 171,86 cm 
dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban 
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adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah 
tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan 
dada.143 
b.  Individu B, berjenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm -
161, 13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga 
pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada. 
c. Individu C, berjenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di 
nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat 
ditentukan oleh karena kondisi tulang tidak lengkap dan tidak utuh. 
 
5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan 
Turut Serta Melakukan 
Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa 
turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama 
dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak 
diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan 
pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta 
harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim 
berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana 
jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen 
dari perbuatan pidana.Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
telah ternyata bahwa Yusman Telaumbanua telah turut serta bersama 
dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam 
pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban 
Dalam putusan tersebut hakim tidak tepat dalam menjatuhkan 
pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, melihat unsur-unsur dalam 
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi oleh 
perbuatan Yusman Telaumbanua. Pidana mati adalah pidana yang 
terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain 
berupa sejenis pidana yang merampas hak asasi yang paling utama yaitu 
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hak untuk hidup. Pidana (mati) sebagai sarana baru mempunyai makna 
bila dikaitkan dengan tujuan pidana. Dan tujuan pidana ini bukan saja 
erat bertalian dengan jenis kejahatan yang telah di lakukkan, melainkan 
juga bertalian dengan skala nilai-nilai sosial. 
Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada  
Yusman Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-
hal yang telah disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan Yusman 
Telaumbanua diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang 
korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban 
padahal jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum yang terdapat dalam putusan ini telah disebutkan bahwa Rusula 
Hia yang mengambil tas Korban Rugun Br Haloho yang diketahui 
isinya terdapat uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian 
membagi-bagikan kepada para pelaku lainnya, keesokan harinya Rusula 
Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni menuju jurang 
tempat dibuangnya mayat ketiga korban, sambil membawa minyak dan 
parang untuk memenggal kepala para korban, pelaku Ama Fandi Hia 
memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari badanya, 
kemudian Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega. 
Setelah para pelaku telah memotong leher para korban 
kemudian Rusula Hia bersama dengan pelaku lainnya mengumpulkan 
ketiga tubuh korban diatas batu sungai lalu disiram menggunakan 
minyak tanah kemudian dibakar, setelah ketiga tubuh korban telah 
hangus terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali 
oleh para pelaku. Selanjutnya Rusula Hia bersama pelaku lainnya 
kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala korban yang 
telah dipisahkan sebelumnya, kepala korban yang telah dipenggal 
tersebut akan digunakan sebagai jimat untuk ilmu hitam. Dari kejadian 
yang telah disebutkan diatas tersebut bertolak belakang dengan hal-hal 
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yang memberatkan pada putusan ini yang ditujukan kepada tersangka 
Yusman Telaumbanua. 
Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa 
Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 
340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, dirasa kurang adil 
dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta 
dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim 
sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman 
Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan 
membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi 
Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, 
sehingga seharusnya Yusman Telumbanua dijatuhkan hukuman pidana 
dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan 
tentang hal pokok pembantuan dalam tindak pidana suatu kejahatan. 
Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu: 
Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) 
sesuatu kejahatan: 
ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantukan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan (KUHP Pasal 56) 
Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan 
kepada Yusman Telaumbanua 
1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dikurangi sepertiga. 
2)  Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan 
sendiri 
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4)  Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya 
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta 
akhibat-akibatnya.” 
Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak 
mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan 
perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi 
semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan 
kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya (Chazawi, 2011: 100). 
Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan 
fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan 
keterangan yang didapat dipersidangan menjelaskan bahwa tersangka 
Yusman Telaumbanuna sebenarnya tidak melakukan tindak pidana yang 
dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak 
sesuai terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam 
persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan. Dalam Amar Putusan 
No. 08/Pid.B/2013/PN-GN ini menjelaskan bahwa pelaku telah tebukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana secara bersama-sama, oleh karena perbuatanya 
tersebut tersangka Yusman talambanua dijatuhi hukuman pidana mati yang 
menurut penulis perbuatan tersangka yusman talambanua tidak memenuhi 
unsur-unsur pidana yang dijatuhi terhadap tersangka. Putusan No 
08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusaman Talambanua 
merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain 
yang di temukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel 
Indonesia No 03/GBI.TK/11/2015 yang bahwa tersangka Yusman 
Telaumbanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat 
dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas 
Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli 
No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa 
Yusman Telaumbanua Yusman Telaumbanuna lahir di Hilino Zega pada 
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tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Pertimbangan Non Yuridis. (Putusan 
Pengadilan No.08/Pid.B/2013/PN-GN) 
Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel 
Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Telaumbanua 
merupakan anak-anak/belum dewasa yang tidak dapat dijatuhkan pidana 
mati maupun seumur hidup. Adapun jenis-jenis pidana dan tindakan 
terhadap anak yaitu: 
1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara 
bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau 
paling lama 10 tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup 
tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah: 
a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 
½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang 
dewasa. 
b.  Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 
atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
c.  Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, maka terhadap anak nakat tersebut hanya dapat dijatuhkan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. 
d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana 
penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan 
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
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2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa 
pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana 
kurungan bagi orang dewasa. (Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak) 
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka 
penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua 
dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana 
denda menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak: 
a.  Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling 
banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi 
orang dewasa. 
b. Apabila pidana denda sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) 
ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
c.  Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 
90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 
4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. 
(Waluyo, 2000:27). 
4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan 
tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan 
paling lama dua tahun. 
5. Pidana bersyarat (Ibid, hal. 27) 
a.  Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila penjara yang 
dijatuhkan paling lama dua tahun. 
b.  Dalam putusan pengadilanmengenai pidana bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 
c. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. 
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d.  Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak meakukan hal 
tertentu yang ditetapkan dalam Putusan Hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan anak. 
e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada 
masa pidana bersyarat bagi syarat umum. 
f.  Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) paling lama tiga tahun. 
g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan 
pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang lebih 
ditentukan. 
h.  Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai 
Permasyarakatan dan berstatus Klien Permasyaratakatan. 
i.  Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat 
mengikuti pendidikan sekolah. (Waluyo, 2000:27). 
6.  Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak: 
a.  Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja. 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja. (Waluyo, 2000:27). 
Dalam hukum perlindungan anak, Arif Gosita mengatakan bahwa 
hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) 
yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Bisma Siregar mengatakan bahwa aspek Hukum 
Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur 
hukum dan bukan kewajiban, mengikat secara hukum (yuridis) anak 
belum dibebani kewajiban. Hukum Perlindungan Anak, merupakan hukum 
yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak 
berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, 
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hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan 
anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak 
benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan 
hak asasinya. (Gultom, 2010: 43). 
Seperti diketahui, Yusman dan Rasula dinyatakan bersalah dalam 
pembunuhan berencana pada April 2012 atas tiga orang yakni Kolimarinus 
Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Halolo yang ingin membeli 
tokek. Sementara empat orang pelaku lainnya sampai saat ini masih 
berstatus DPO. 
Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur 
tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: 
Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai 
korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan 
Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain 
sebagainya (Prinst, 2003:1). Dalam hukum pidana telah ada peraturan 
hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, bahwa yang 
dimaksud dengan anak yaitu: 
“Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin”.  
Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Perilaku anak yang 
menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. 
Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-
obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. 
Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin 
maraknya tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak hanya 
dilakukan orang dewasa, tetapi juga telah dilakukan oleh anak. Tindak 
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pidana pembunuhan berencana tersebut telah diatur dalam Pasal 340 Kitab 
UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).  
 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  
Batasan anak nakal yang dapat diperkarakan dan 
dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dalam sidang 
peradilan adalah seorang anak yang minimal berumur 8 (delapan) hingga 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun demikian anak 
pada umur tersebut cenderung belum memiliki stabilitas emosional yang 
memadai sebagaimana orang dewasa. Oleh karenanya pelanggaran-
pelanggaran hukum yang dilakukannya masih dapat dikategorikan sebagai 
kenakalan anak atau kenakalan remaja. Agar dapat terwujudnya suatu tata 
cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan diperlukan beberapa lembaga 
dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin 
pelaksanaanya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah 
perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak. 
Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2011, anak 
yang dapat diajukan ke Pengadilan anak adalah anak kelompok umur 12 
(dua belas) tahun sampai dengan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah mengubah 
ketentuan anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak dalam Pasal 4 
angka (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997, yaitu yang pada mulanya 
umur 8 (delapan) sampai dengan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun sampai dengan tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Jadi anak yang berumur 8 
(delapan) sampai dengan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun 
sudah tidak dapat diajukan ke Pengadilan Anak. Dari ketentuan Pasal 4 
angka (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi RI tahun 2011 di atas yang kemudian dikaitkan dengan identitas 
terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-
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509/BKS/05/2011 dan dengan melihat pada saat melakukan kejahatan 
terdakwa masih berumur 14 tahun maka tidak terdapat alasan 
pengahapusan pidana berdasarkan umur terdakwa dan terdakwa dapat 
diajukan kedalam pengadilan anak. 
 Fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas menjadi petimbangan 
Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b yang 
membenarkan alasan pemohon dan membatalkan putusan yang dimintakan 
peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan berupa penerapan 
ketentuan pidana yang lebih ringan karena ditinjau dari terpidana Yusman 
Telambuana yang digolongkan anak di bawah umur pada saat kejadiaan 
tindak pidana itu dilakukan . 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dengan dasar adanya novum dan 
kekhilafan/kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 (2) KUHAP adalah 
ditemukan bukti baru bahwa usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan 
pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun, 
maka pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh 
Penyidik, JAKSA PENUNTUT UMUM, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 
April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan 
tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai 
pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua. Ditemukan juga bukti lain pada 
saat kejadian, bahwa Yusman Telaumbanua tidak terlibat langsung dalam 
pembunuhan, dan ketika membantu terjadinya pembunuhan didasari rasa takut 
kepada salah satu pelaku Jeni. 
2. Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan kembali atas 
dasar novum dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 
266 ayat 2 KUHAP jo Pasal 340 KUHP. Karena ditemukan bukti baru dan 
dapat dibuktikan secara sah sebagaimana yang ditemukan di muka sidang, 
maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari 
Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana : YUSMAN TELAUMBANUA alias 
JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA tersebut. Hal ini juga diatur dalam 
Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bahwa batasan anak 
nakal yang dapat diperkarakan dan dipertanggungjawabkan tindak pidana yang 
dilakukannya dalam sidang peradilan adalah seorang anak yang minimal 
berumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
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Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan menurut penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, yang 
dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah 
keterangan saksi dan keterangan Yusman Telaumbanua beserta alat bukti 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.  
B. Saran 
1. Dari kesimpulan di atas terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan 
juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana 
mestinya, maka penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya 
tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan 
cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan 
hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta 
yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif 
sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.  
2.  Kepada pelaku kejahatan seperti pembunuhan berencana, hendaknya 
memikirkan kembali sebelum melakukan perbuatan melawan hukum, karena 
akan berakibat merugikan diri sendiri dan keluarga maupun orang lain.  
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